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SUPAT! BOJOI'lEGORO
PROVDJ8I JAW'" TIMtIR

PERATURAN SUPATI BOJONEGORO
NOMOR 7 TABUN 2023

TENTAlJG

KEDUDUKAI'I, SUSUNAN ORGANlSASI,
tlRA.IAIJ TUGAS DAN FlTIfGS[ SERTA 1'11.1'11. KERJA

DI1fAS PEKERJAAN UMUM BIN'" MARGA DAN PENATAAN RUANO
KABUPATEl'f BOJOl'lEGORO

Menirobang

DEHGAN RABJIIlAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! BOJONEGORO,

a. babwa daJam rangka cfektivitas dan eflsienai
pelaksanaan tugas fungsl serta daJam upaya
penlngkatan kinerje. Perangkat Daerah, sejaian dengan
pelaksenaen SistelD lnformasi Pemerintahan Daerah
daJam perencanaan anggaran dan pengelolaan
keuangan Daerah di Ungkungan Pcmerintah Kabupat<m
Bojanegoro scsuai amanat Peraturan Menten OaJam
Negeri Nomor 70 Tahun 20 J9 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Dacrah dan Peraturan Meoteri DaJam
Ncgeri Nomor 90 'rabun 2019 tentang Klasifikalli.
Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuaogan Daerah, maka perlu
mengubah nomcnkJatur Bidang pada Susunan
Organisaei dan Tata Kerja Vinas Pekerjaan Umwn Blna
Marga dan Penataan, Ruang Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa Peraturan 8upati Bojonegorc Nomor 71 'rahun
2021 teruang Kedudukan, Suaunan Organleasl, Uraian
Tugas dan P'uDgl$iserta Tata Kerja Dinas Pckedaan
Umum Bina Mnrga dan Penataan Ruang Kabupatcn
Bojonegoro. sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kondisl pada saar ini sehingge perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimena
dimaksud hurn! a dan huruf b, perlu menetapkan
Peratu.ran Bupati Bojonegoro tentang Kcdudukan.
SU(lunan Organisaai, Uroian fuga. dan Fungsi Berta
Tata Kerja Dina. Pekerjaan Urnum 8ina Marga dan
Pcnataan Roang Kabupaten BoJonegoro;
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I.UndanR-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tenrang
Pembenrukiln Oaerah-Oaerah KabupCltcn daIam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berits Nq:ara
Rrpublik Indonesia Tabun 19SO Nomor 411,
sebagmmana telah diubah dengnn Undnng-Undang
Nornor 2 Tuhun 1965 tentang Perubnbon Batas Wilayab
Kotnprojo SU1'8baya dan Daeroh 1'ingkat II Surabaya
dengan mengubah Ondang-Undong Nomor 12 Tabun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah KOla Besar
daIam UngkungI'D Provinsi Jawa Timur, Jaws Tengah,
Jaws Saral dan Daerah Istimewa Yogyokatta (Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Twnbahan Lembaran Negnra Republjk Indonesia Nomor
27301;

2. Undang-Undnng Nomor 38 Tabun 2004 len tang Jalnn
(Lembo ran Ncgarll Republtk Indone8ia Tahun 2004
Nomor 132, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4444) sebagalmann telah diubah
beberapa knli. terakhir dengan Undnng-Undang Nornor
2 Tabun 2022 tentang Petubahan Kedua Atas Undnng-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 Icntang Jalnn
(Lembaron Ncgnra RCpUblik Indonesia Tabun 2022
Nomor 12, Tambaban Lembaran Negara Rc;publik
lndonesin Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
PenatoM Ruang (Lembaran Ncgam Republik Indonesia
Tuhun 2007 Nomor 68, Tambabnn Lernbaran Negru-a
Rcpublik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tlibun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-lIndangI'D
(Lembaran Negara RepubJik IndoneSIa Tabun 2011
Nornor 82, Tambahan Lembamn Negara Reptlblik
Indonesia Nomor 5234) sebagaiJtlrula telab diubah
beberapa knli, te:mkbir dengan Undnng-Undang Namer
13 Tahun 2022 tentang Perubahan K.dun atas Undang-
Undnng Nom()r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [tembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 143, Tambahan
l.embaran Negam RepubliJc Indonetria Nomor 6801);

5. Und8ng-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparawr
SipU Nega... (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembntan Negara
Rrpubbk Indoneaia Nomor 5494);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerirrtahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambaban
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimnna telah diubab bcberapa kaU, rerakhir
dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atae Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 temang Pemerintaban Daerah (Le.rnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor
5679);

7. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tabun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran NeglU'a
Republik Indonesia Nomor 60l8):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 lentang
Jalan [Lernbaran Negara RepubJik Indonesia. 'rabun
2006 Nomor 86, Tarnbahan, Lembaran Negara RepubJik
IndonesiaNomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomar 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lemharan Negam Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana t.eIah diubah dengan Peracuran
Pemerintab Nomar 72 Tabun 2019 tentang Perubaban
Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerab (Lembaran Negam RepubUk
Indonesia Tahun 2019 Nomar 187, TambabllJ'l
Lembsran Negara Republik Indonesia Nomar 6403);

lO. Peraturan Pemerintah Nomar '22 Tahun 2020 ["ntang
Peracuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 'l'ahun
2017 tentang Jasa Konstruks! [Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lcmbaran Negam Republik Indonesia Nornor 6494)
sebagaimana Lelah mubab dengan Peraruran
Pemerinlah Nomar l4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Alas Peraruran Pemerintab Nomar 22 Tahun 2020
temang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang }lamar
'2 'rabun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun '2021 Nomor 24,
Tamhabnn Lcmbamn Negara Republik Indonesia Nomnr
6626);
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11. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyeleuggaraen Peuntann Ruang [Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31. Tatn1:>a.b8.0
Lembaran Negan> RepubUk Indonesia Nomor 6633);

12. Penuumn Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tcntang
Peraturun Pelaksanaan Undnng·Undang Nomar 12
Tahun 20 II (en tang Pembentukan Peraruran
Perundang-undangan [Lernbaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diu1:>a.b dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
20',11 tentang Perubahan Alas Peraturan Presiden
NomoT 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomnr 12 Tabun 20 LI (en tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran NCI.!Bnl Repl.IbllK Indonesia Tahun, 2021
Nomor 186);

L3. Pemturan Menter! Dalam Neger! Nomar 80 Tahun
2015 tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomoI'
2036) sebegaimana telah diubab dengan Peraruran
MenLOriOalam Negori Nornor 120 Tahuo 2018 ten,,ang
Perubaban Atas Perarurnn Men.teriDalam Nege:ri Nomor
80 Tabun 2015 tenta.ng Pcmbentukan Pru<luk liukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabu.n 2018
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornar 12 Tahun 20J7
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiakasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Elerita Negara.
Republlk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

15. Peraturan Monler! Dalam Negeri Nomnr 106 Tabun
2017 tentang Pedoman NomeakJatur Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan Pemerintaban Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bcrita Negare
Republik Indonesia Tehun 2017 Nomor 1604);

16. Peraruran Mente.ci Dalam Negeri No.mor 99 Tabun 2018
tentang Pembinaan dan Pengeodalian Periataan
Perangkat Daerah (Berita Negnra Republik Indonesia
Tabun 2018 Nornor 1539);

17. Peraturan Menwri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintaban Daerah (Ber!1n
Negaro RepubUk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):
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18. Peraturan Menlen Dahun Negen Nomar 90 Tahun 2019
tenmng K1asi.fikasi. Kodeftkaai dan Nomenklatur
Pcrcncanaan Pembangunan dan Keuangan Daetah
(BenIA Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor
1447);

19. Peratumn Menten Pendayagunaan AparalW" Negara dan
Rcformasi Biroktasi Nornor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Adminlstrtlsi kc: dalam Jaoolan
FungsionaJ tBenla Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

20. Peraturan Meoteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan
Rclormasl Blrokrasl Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penycderbanaan StnJ.klur Ol'flllnisa~i psda lnstansl
Pcmerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negarn Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

21. Peraturan Menten Pcndoyagunaan Aparatur Negara dan
Reformasl Birokrasl Nomor 7 Tabun 2022 tentang
Sistem Kcrja Pads Instansl Pernerintah untuk
Penyederbanaan Blrokrnsi (BeriUl. Negara Republik
Indonesia Tabun 2022 Nomor 184);

22. Peraturan Daerah Kabupaien Bojonegoro Nomor Ia
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Suaunan
Perangkat Daerah KabupaJ;en Bojoncgoro (Lembaran
Daerah Kahupalen Bojoncgoro Tabun 2016 NomOI' 16)
sebagalmana tclah diubab bcberapa kali, terakhlr
dengan Peraturan Daerah Kabuparen Bojonegoro Nomor
8 Tabun 2021 tentnng Parubaban Kedua Acns
Perarurnn Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah Kabupaten BojonegQro (Lembarao
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATORAN BUPATI 'rENTANG KEOUDUKAN. SUSUNAN
ORGANlSASJ. ORAIAN TUGAS DAN FUNOSI SERTA TATA
KERJA OINAS PEKERJAAN UMUM SINA MARGA DAN
PENATAAN'RUANO KABUPATEN Bo..JONEGORO.
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BAB 1
KETENTUAN UM1JM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan:
l.Pemerintahan Daerah adaJab PenyeJenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemcrintah Daerah dan Dewall
Perwakilan Rakyal Daerah rnenurut usas OIOnOmJ dun
tugas pembeatuan dengao prlnsip otoncml seiues-
luasnya dalrun sistem dan prinsip Negnra Kesaruan
RepuhJik Indonesia sebagaimana dimaksud datam
Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerinwh Daerah adalah Pemerintab Kabupalen
Bojoncgom.

3. Daerah adalah Kabupaten Bojoncgorc.
4. Bupati adalab BupaLi Bojon.gom_
S. Angganln Pendapatan dan Bel""j" Daerah, yang

seJanjutnya dlslngkat APBD adalah Anggnnm Pendapntan
dan Belanja Daerah Kabupalero Bojon.go...,.

6.0inas Pckor)aan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
adalah Din"" Pekcr)9JU1Umum Bina Marga dan Penatnan
Rnang Kabnpaten Bojonegoro.

7. Unit Pelaksana Teknis Dacrah, yang selanjutnya disebut
UPTD edulah Unsur Pctaksana Teknia Daerah Dines
PCkcr)1UII1 Umum Bina Marga dan Penataan Runng
Kabupaten Bojonegoro yang mclnksnnakan kegiatan
teknis operusional dan! atau kegietan teknis penunjQJ)g
tertemu.

8. Jabalan Pungsionai adalah sckt:lompok jabaran yang
beris' fungs. dan ruga. berkaitan dengan pelaynnan
fungsional yang berdasarkan pads keahlian dan
keterampilan tcrtentu,

9. Jalnn adaJab prasarana transpcrasi datal yang meliputi
segala baglan jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengknpannya yang dlpcrumukkan bag! lnlu lin_,
yang bcrada pada pcrmukaan tanah, di atas permukaan
tanah, dl bawah permukaan tanah dan/atal.l all. serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta apl, Jala" lori,
dan jalan kabel.

10. Penataan Ruang adalsh suatu slstem prose. perencanaan
tata ruang, pemanfaatan, dan pengcndalian pemanfaatan
ruang,

1 l.Jass. Konstruk..'Ii adalah layanan Jalla konsultans!
konstruksi dan/atau pckcrja"n konstruksi,
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BAB II
KEDtfDUKAN DAN SUStfNAN ORGANlSASI

Pasal2

(L) Dinns PekerJaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
merupakan unsur pelaksana urusan PemerinlAhan
Daerah eli Bideng P"kerjaan Umum dan Penatsan Ruang
pacla SUb UruGa.n Jalan, Sl.lb urusan Jasa Konstruksi
dan Sub Urusan Penataan Ruang.

(2) Dina. Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataart Ruang
dipimpin oleb Kepala Dinas yung berkedudukan ell
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatl melalui
Sekretaris Dacrah.

Pasal3

P) Susurmn Organisasi olnas Pekerjaan Umum Blna Marga
dan Penstaan Ruang terdiri QIAS'

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahir

I) Kepaia Sub Bagian Umum, Kcpegawalan dan
Keuangan; dan

2) Repala Sub Bagian Program dan l..aporan.
c. Bidang .Jalan, mcmbawabJ sebanyak 3 (tigaj Kelompok

Jabatan Pungsional, YDllU Sub Koordlnator Teknik
Jalan dan Jembatan;

d. Bidang .Jembatan, membawahi sebanyak 3 lti,ga)
Kelompok Jabatan Fungaional, ynitn Sub KoordinalDr
Toknik Jalon dan JembolAn:

c. Bidang Tats Ruang ciao .Jasa KonstrUkai. rnembawahi
sebanyak 3 Itlga) Kclompok JabaJan F'unglrional, yaiN:
1) I (satu] Sub Koordinulm' Penara Rurmg; dan
2) 2 (dua) Sub Koordinatnr Pembina JOBa Konstruksi.

r, UPTD.
(2) Sekretaeiat dipimpin oleh Bckretarls :yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang diplmpin oleh Kepala Bidang yang berada

dibawllh dan bertanggung jawab kepada Kopala Dlnas
melalui Sckrctarls.

(4) SUb Sagian dipimpln oleh Kepaia Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Sekretaris,

(5) Bagan Struktur Organisa.~iDinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Penataan Ruong sebagaimooa tereannun
dalam l..ampiran yang merupakan baginn tldak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
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BABm
URMAN TUG."-S DAN FUNGSI

Pasal4

(I) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga don Penataan Ruang
sebagtUmall9 dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugae
rncmbantu Bupali meJaksanaka:n Urosan Pemerintahan
yang menjedi kewenangan dacrah eli bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang pnda sub urusan jalan, sub
UN""n jasa konstruksl dan rub urusan penataan ruang.

(2) Dina. Pekerjaan, Umum Bina Ma.rga dan Penataan Ruang
dalam rnelakaanakan ruga. sebagaimana dimaksud pad"
aym (1) menyelenggarakan fungsi:
8. perumusan kchijakan di bidang pekcrjaan IIml101 dan

penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan
jasa konstruksi dan sub urusen penataen ruang:

b. pelaksanaan kebUakan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan
jasa konstruksr dan sub urusan penataen ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan eli bidang
pekerjsan umum dan penataan ruang pada sub
urusan jnlan, sub urusan ja,sa konstruksl dan sub
urusan penataan ruang;

d. pelaksanaan administraSi dinas di bidang pekerjaan
umum dan penatann ruang pada sub urusan jalan,
sub urusan jnsa konstruksi dan sub urusan penataan
ruang; dan

e. pelaksanaan Iungsi lain yang dlberlkan oleh Bupati
terkah. dengan tuga. dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

PasolS

(I) Sekretariai mcmpunyai tugas
melaksunakan, mengcordinasikan dan
kegiatan administrasi umum,
perlengkapan, penyusunan program dan

merencanakan,
mengendalikan

kepegawaian.
laporan stria

keuanga».
(2) Dalam rangka melaksanakan LUges .cbagrum."a

dlmaksud pada 8yal (1). Se.kret.arlal mempunyai Jungsi:
a. pcngelolaan dan pelayanan administrasl umum;
b. pengelolnan administrasi kepcgawaian;
c. pengelolaan adminlstrasl, keuangan;
d. pengelolaan adminiatrasi perlengkapan;
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e. pengelolaSJ'l urusan rumah langga;
r. pelaksanaan koordinaai penyusunan program.

angg!U'8.l1dan produk hukum daereh:
g. pelaksanaan koordinasi pe:nyelcnggarnan rugas-tugas

bidang;
h. pengelolaan kearsipan dinas;
L pelaksanaan monitoring dan evaluasi crganisasi dan

tala laksana; dan
j. pclakserraan rungsi lain fiU1g diberikan 01011Kepala

Dlnaa Pekerjaan Umum Bine Marp dan PenataaJ'
Ruang terkait dcngan tugas dan £ung,;inya.

Pasal6

(1) Sub Bagian Umum, Kepcgawaian dan Keuangan
m=punyal tngas,
a, metaksanakan pengelolaan unlSQ11 perlengkapan dan

ramah tangga:
b. melaksanakan pengelolaan urusan tala usaha sural

menyurat dan kearsipan;
c. melaksanakan pengelolaan tala usaha kepegawaian

yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk
pegawai, mutasi, pcngengkatan, kenaikan pangka L.
pembinaan karla dan pensiun pegawai;

d.jnelakeauakan penyusunan bahan lnfcrmael dan
perencanaan pegawak

e. rnelaksanakan penyusunan adrnlnistrasi serta evaluasi
kepegawaian;

f. menyeleuggura!am usaha peningkatan mutu
pengetehuan dan disiplin pegawal:

g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-
bahan untuk menyusun anggaran:

h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APSD:
L melaksanakan pengelolaan taW usaha keuaogan dan

pembukuan realisasi APSD;
j. melaksanaken perbitungan anggnran dan verifikasl:
k, menyelenggarakan rota usana pernbayaran gajl

pegawai:
I. mengelola keuangan pada belanja pcljalanan dinas,

aJal tults kantor sertn.makanan dan minumnn;
m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan eli

bldang keuangan;
n. melaksanakan pcngclolaan datil; dan
o. melaksanakan rugae lain yBl1g diberikan oleh

Sekretaria terkai; dengan rugas dan Iungsinya.
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(2) Sub Bagian Program dan l.apornn mempunyai rugas:
a. melaksanskan pengumpuJan dan pengadaan

slsternadsasi data untuk bahan penyusunan program;
b. melaksanakan rugas pengumpulan dan penyajian data

statistik;
c. menyiapkan bahan pcru:musan dan pelaksanaan

penyusunan reneana program;
d. meuyiapkan ba:han pengelolaan. Inventarisasl,

pcngkajlan, dan analisis pelaporan;
c. melaksanakan Inventarisasi hasil pengawnsan dan

tindak Ianjut hasll pengawasan;
r. rnenyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasarna.

pe.ngawasan;
g. melakeanakan analisls dan evaluasi serta

pengendalian pelakaanaan program dan kegiatan;
h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan

sietemarieaei data dan menyusun dokumentasi
Peraruran Perundang-undangan dan hasil
pembanguoan;

I. melaksanakan penyiapan bahan pcmbinaan organisasi
dan tata Juksana; dan

j. metaksanakan rugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris rerkalt dengan rugas dan fungelnya,

Bllgian I\:edua
Bidang Jalan

Pasal7

(I) Bidang Jalan mempunyai L1JgaS merencanekan,
melaksanakan dan mengoordlnasikan kegiatan di linglrup
bidangjaJan.

(2) Dalam rangka melaksanakan rugas sebagalmana
dimaksud pede. ayat (I). Bidang .Jalan.rnernpunyai rungsl:
a, penyusunan dan pelaksanaan rencana atrategis,

rencana kmja dan dokumen pelaksanaan anggaran
bidang jalan;

b. pelaksanaan koordinaSi perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian bidang jalan;

c. pernrograman dan penganggaran, perenc:an.a.an teknis,
pelaksanaan konstruksi bidang jalan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian
sasaran bidangjalan;

c. penyediaan jalan kabupaten yang menghubunglam
pusat-pusat kegialnn dan pusal produksi sesuai
ketentuan yang ada untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat;
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r. penyc:<llaan sarana dan prasarnna jalen kabupaten
sesuai ketentuan yang ada untuk kelancamn dan
keselamatan masyaraket penggunajaJan;

go pelaksanaan verlfikasi, pemberian reknrnendasl,
dlspensasi dan pertimbangan teknis pemanfantan
ruang rnanfaat jalan, ruang milik jalan, TUnDg

pengawasan jaJan sesuei ketentunn yang ada untuk
dimanlaatkan seeara optimal;

h. pengoordtnasien pengembangan dan penelitian
penyclenggaraan jalan kabuparen sesuai ketentuan
yang ada untuk peningkatan kualitas [alan;

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
rugas dan rungs; bidang jalan; dan

j. pelaksanaan rungs; lain yang dlberikan oleh Kepala
Dinas Pekcrjaan Umum Bina Ma.rgll dan Penataan
Ruang terkait dengan rugas dan fungslnya.

Bagian Ketiga
Bidang JembaJan

PassJ 8

(I) Bidang ,Jembatan mempunyal tugas rnerencanakan,
mcJaksanakao dan mengoordlnasikan kegi8t41n di Iingkup
bidang [embatan.

(21 Dalam rangka melaksanakan IUglIS sebagaimana
dlmaksud pada aynl (I). Bldang Jembatan mempunyai
fUDgS;:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana sireregis.

reneana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran
bidang jembatan;

b. pclaksanaan koordinasl perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian bidang jembatan;

c. pemregrarnan dan penganggaren. perencanaan lcknis,
pelakaanaen kon4trukal bidang jernbatarr;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian
sasaran bidang jem batan;

e. penyediaan jembatan kabupaten yang
menghubungkan pusat-pusat kcgiatan dan pusnt
produksi sesuai ketentuan yang ada untuk
memenuhi kebutuhan rnasyarakat;

C. pelaksanaan verlfikasi pemberian rekornendasi,
dispcnsaei dan pertimbangan teknis pemanfaatan
ruang manfaat jembatan, ruang milik jembatan, ruang
pengawesnn jembatan sesuai kctenruan yang ada
untuk dimanfaatkan secara optimal;
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g. pengoordinasian
penyeJenggaraan
ketentuan yang
jembetan:

h. Pelaporan dan pertanggungiawnban pelaksanaan tugas
clan fun~1 bidang jembatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang dibedkan oleh Kepala
Dlnas Pekerjaan Umum Bina Marge dan Penataan
Ruang terkalt dengan tugas dan fungsinya.

pengembangan dan penelitian
jembatan kabupaten sesuai

aria untuk penlngkatan kualitas

Bagian Kecmpat
aidang tal8 Ruang dan Jasa Konstruksi

P-asru9

n 1 Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengoordinaeikan kegiatan di lingkup Bidang Tata
Ruang dan Jaso. Konstruksi.

(2) Dalam rangka melaksanakan luges sebagaimana
dimaksud pade ayet (J I, aideng 'rata Ruang dan Jasa
Konstruksi, mempunyai fung';:
a. perumusan kebijakan perencanaan, pemanlaatan dan

pengendalian taU> -ruang sesual ketenruan yang ada
sebagai arah pemanfantR-n pengendalian:

b. penyediaan infoanasl tata ruang sesual dengan
ketenman yang ada menjadi data pemanfaatan
kawasan:

c, pengoordinasian peJayanan pengaduan pelanggaran
tata ruang sesuai ketentuan yang ada sebagai bahan
evaluaai pernanfaatan kawasan:

d, perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan
dan perubaban fungsl ruang kawliSan/Jahan wllayab
sesuai peraruran dalam rangka penyelenggaraan
penataan ruang;

e. perencanaan cpcraeional detail tam ruang untuk
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuparen (R1'RWK)dan
Rcncana Tala Ruang Kawasan Sll'ategis Kabupaten
(RTRf<SK)sesual ketentuan yang ada sebagai BCUBn

rata ruangj
f. perurnuean kebijakan penetapan kewasan tata ruang

straregis pedesaan, perkotaan dan kabupaten sesual
ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan
kawasan:
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g. pelaksanaan rasilltasl pelatlhan tennga terampil
.knnstruksi steua] kerentuan yang ada untuk
peningkatan, pengetahuan teknis;

h. perumusan kebijakan ketjllsama dengan Salai Latihan
konstruksf datam rnngka peningkatan kcmpetensi
teoaga konstrukai sesuai peraruran yang ada untulc
pelaksanaan program;

I. pengoordlnasian penerapan sisrem data clan lnformas!
penyelenggaraan siatem iruormasl jasa konstruks:i
cakupan Daerah untuk rnemperoleh data akurat,

1. pclaksanaan pemberian rekomendasi reknie izin uaaha
jasa kcnstruksi sesual keientuan yang ada untuk
dapat dlterbltkan surat tztn;

k. pembinaan terdb usaha, tertib penyelengaraan clan
tertib pemanfaatan jasa kcnstruksi sesual ketenruan
yang ada untulc meningkatkan pengetahuan teknis;

L pengembangan dan pcningkatan kcmpetensl tenaga
terampil konstrukei dengnn menyelcoggarflka.n
bimbingan teknis, pelatihan dan \\if sertifikasi;

m. perencanaan kebutuhan peralatan berat termasuk
angkutan dan perbengkelan BCTta euku eadang unruk
menunjang pelaksan.oan ruga. Dinas Pek~daan Umum
Bina Marga dan Penataan Ruang;

n, penyediaan laboralDrium tclcnik jaJan dan jembaran
sesuai dengan Standar N"sionai Indonesia; dan

c. pelakaanaan Cungsl lain yang diberikan oleh Kepala
Dina. Pekerjaan Umum Bina Margn clan Penatean
Ruang terkait dengan tugas dan fungsiny«.

BABIV
UPTD

Pasat 10

(I) UPTO scbagaio1ana dimaksud dalam Pasal 3 Ilyal (I)
huruf r adalah unsur pclaksana telmis operasional
dan ratau kegiatan teknis penunjang tertentu,

(2) UPTD diplmpln oleh seorang Kepaia yang bcrada
dibawah dan bertanggung jawab kepada KcpaJa Dioes
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
meloJui Sekretaris.

(3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebaglan rugas
Dinas Pekerjaen Umum Bina Margn dan Penataan RUMg
sesual dengan nomenklaurrnya serta tugas-tugas lain
yang diberiken oleh Kepala Dinaa Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Penataan Ruang.
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Passl 11

Jumlah, Nomcnklorur, Susunan Organisesi, Uraian Tugas
dan Flings! UPTO ditetapkan. dolam Peraturun Bupatl
tersendiri,

BABV
KELOMPOK .JABATAN FUNOSIONAL

PasaJ 12

Kelnmpok Jabatnn Ftmgslona! mcmpunyai rugas
mclalru.kan kegiatan sesuai dcngan bidang jabatlln
rungaionsJ maeing-masing berdasarkan ketentuan
peraruran penmdang-undangan.

PQsaJ 13

(1) Sob Koordlnator sebRgaimana dimaksud pads PassJ 3
bertugas membanru pejabal Admini6trntClr daJarn
penyusunan rencana, petaksanaan dan pengendalian,
pemaruauan dan evaluasi serta pclapcran pada so.tu
kelompok substansl pada rna.sing·masing
pengelompokan uralan fungai,

(2) Sub Koordinator sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang
Berwennng,

(3) Ketenruan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator
sebagalmane dimaksud pads a,yal (2) ditetapkan oleh
Bupali.

BABVI
TATA KERJA

Pa"",1 14

(1) DaJarn mclaksanakan rugas pokok dan fungsinya, Kepala
Dines, Sekretaris, Kopala Bidang, Kopala Sub Bagian.
Kelompok Jabalan Ftmgs!ona! dun Kepala UP'l'D wajib
rnenerapkan pnnssp koordinasi, mtegrasi dan
sinkronisesi balk dalmn lingJrungan meslng-maslng
maupun ontar satuan organisasi di Jingkungan
Pemcrinlah Daerah serta tnsmnsi lain di luar Pemerinlah
Daerah "".LUIl dengon togas pokcknya rnaslng-rnasing,
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(21 Setiap pimpinan satuan crgarusasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). wajlb mengawasi bawabannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mcngambillangkab-langkah YAngdiperlukan.

(3) Satlap pimplnan saruan organisasi sebagaimana
dinlaksud pada oyat II), bertanggung jewab memimpln
dan mengcordinasi bawahan mesing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bog! pelaksanaan
rugas bawahannya,

(4) SeUap pimplnan saruan organlsasi sebagaimana
dimaksud pacta ayat (I). wlijib mengikuti dan mematuhi
perunjuk dan bertanggung jawob pada atasannya
masing-masing serta menyampailmn laporan bcrkala
tepElt wakru.

(51 Setiap laporan yang diterima olcb plrnplnun saeuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan
dipergunai<an sebagai bahan untuk penyusunan Iaporan
Jebih lanjut dan untuk membcrikan petunjuk kepada
bawahannya.

(61 [;)a lam menyampalkan Iaporan masing-masing kepada
atasan, tembusnn laporan wfljib disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionnl
mempunyai bubungan kerja,

BABVU
PENGISIAN JABATAN

Pasal15

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Penataan Ruong diangkat dan diberhentikan olch Bupati
dan pegawai Aparstur SipiJ Negara yang memenuhi
syorst ntas usul Sckretaris Daerab Kobupatcn sesual
dengno ketentua n Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dlnas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
dilsi oleh pegawal Aparatur Sipil Negara seauai dengan
ketenrusn Perntumn Perundang-undangan,

(3) Pegawai Apararur $lpil Negara yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, [abatan aclministnUDr dan jabaton
pengawas pada Perangkat Daerab weJlb memenuhi
persyaratan kompetensi:
Q. teknis;
b. manajerial; don
c. sosial kultural.
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(4) SeIain mcmenuhi kompetensi sebagairna ns dimak8Ud
pad. ayat (3). pegawai Apararur Sipll Negara yang
menduduki jabatan pads Dlnas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Penataan Ruang harus memenuhl kompetensi
pemerintahan.

(5) Kornpetensi teknis sebagairnana dlmaksud pads Byal (3)
buruf a diukur dan tingkat dan spesiaJisasi pendidikan,
pelatihan reknis fungsional dan pengalaman bekuja
secara tekrus yang dibuktikan dengan serdfikasl.

(6) Kompetensl manajerial scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) buruf b diukur dari tingkat pendldikan, pelatihan
struktural manajemen dan
kepemimpinan.

(7) Kompetensi soslal kultural sebagamiana dimaksud pada
ayat. (3) huruf c dlukur dati pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budsya sehingga memillki WaW881lDkebangsaan.

(8) Kompetensi pernerintaban sebaguimana dimaksud pada
ayal (4) an tara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan
keterarnpilan yang terkalt dengan kebijakan
Desentralisasi, hubungan Pemerintab Pusat deogan
daerah, pemerintahan unrum, pengelolaan keuangan
daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakllan Rakyal Daerah, serta etika pemerintahan.

19) Kompctensi sebagaimana dimaksud pada 'l)'S1 (3) dan
ayat (4) dltetapkan sesuai dengan ketcntuan Peraturan
Perucdsng- undangan.

BAB VII1
KETENTUAN P6NUTUP

Pasal 16

Pada saat Peratursn Bupati inl mulai berlaku, Peraturan
BUpa.li Bojoncgon; Nomar 71 Tabun 2021 ","long
Kedllduknn, SUsunan Organlsesi. Uraian 'ruga. dan Fungsi
serta Tata KeJja Dina. PekcJjaan Umum Bina Marga dan
Penataan Ruang Kabupaa.en Bojonegoro. diesbul dan

dinyatakan tidak berlaku..
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Pasal 17

PereLuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggat
diundangkan,
Agar setiap
pengundangan

orang mengetahuinya,
Peraturan Bupati

memerimahkan
ini dengan

penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal14 Marel2023

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

AlUfA MU'AWANAB
Diundangkan cU Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA llAERAH KABUPATEl'f BOJONEGORO TAHUl'I 2023 KOM.OR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
BEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Ora. NURUL AZIZAH, _
Pembina Utruna Madya

NIP. 196904051988092001
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